BAB I

PENDAHULUAN

WNegara Indonesia yang berdasarkan hgtkum (recht staal) mempunyai tujuan
sebagaimana yang lerinual di dalam Pcembukasan Undang-Undang [Yasar 194S.
yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darsh Indonesia.
dan untuk memajukan kesejahteraan umum. mencerdaskan kchidupan bangsa. dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pcrdamaian abadi dan
keadilan sosial berdasarkan [’ancasila. Inilah yang merupakan (ujuan nasional
ncgara Indonesia dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah
dalam politik. ekonomi. sosial budaya, pertahanun dan kcamanan
(Poleksosbudhankam) seearu nasional.

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat ini cenderung
menempuh cara hidup vang praktis. efektif dan etisien. Hal tersebut
mengakibatkan perubahan cara berlikir masyarakat ke dalam pola kehidupan yang
konsumtif terscbut melahirkan suatu ketidak seimbangan antara penghasilan
dengan pengeluaran tersebut mendorong masyarakat memiliki suatu barang dengan
pola sewa beli yang dalam prakteknya sering disebut leasing.

Perusahaan sebagai svatu produsen barang melalui bagian pemasarannya
berusaha mengejar tingkat penjualan yang tinggi. Dalam mengejar penjualan

trsebul perusabaan menggunakan suatu sistem yang dikenal dengan leasing

UNIVERSITASMEDAN AREA



sebagat suatu bentuk perwujudan keingman masyarakat untuk memiliki suatu
barang tanpa harus membayar secara tunai tetap: secara negangsur

Pemberian peluang kepada konsumen atau masyarakat untuk memenuhi
barang kebutuhan hidupnya secara gampang sesuai dengan kemampuannya adalah
merupakan strateg: yang diterapkan oleh bagian peimnasaran suatu perusahaan
Akan tetapr dalam penerapan sistem leasing tersebut dapat menimbulkan suatu
resiko berup a sengketa

Leasing sebagai suatu bentuk pembiayaan yang berkembang di tengah
masyarakat pengaturan dasarnya tetap disandarkan pada Buku 111 KUH Perdata
selain itu ada juga peraturan lainnya setingkat keputusan Presiden dan Keputusan
Menter: yaitu Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga
Pembsayaan

Dengan demikian ternyata sektor yuridis sangat minim pengaturannya.
waiaupun tidak berarti juga bahwa bisnis leasing tidak ada dasar hukum formalnya
Dasar hukumnya tetap ada, Minimnya aturan hukum 1mn, disebabkan oleh be:bagai
hal, seperti faktor barunya institusi leasing, kurangnya pengaturan terhadap bisnis
pembiayaan dart lembaga financial secara umum, atau sifat kontrak perjanjian

leasing yang menguntungkan pithak kreditur.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul penelitian i yaitu * Suatu Tinjauan Terhadap Sistem
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Standard Kontrak Leasing di PT. Mitsubishi Kabanjahe "

Untuk tudak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang
diajukan maka berikut i1 akan diberikan pengertian atas judul yang diajukan
yaitu :

- Suatu Twnjauan Terhadap berarti suatu pandangan yang memberikan pemlaian
tezhadap sesuatu hal yang menjadi objek yang ditelit: !

- Sistem adalah suatu kebulatan/keseturuhan yang kompleks atau terorganisir,
suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk
suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh *

- Standard Kontrak Leasing di PT, Mitsubish: Kabanjahe

Standard kontrak senng disebut sebaga: perjanjian baku yang
dialihbahasakan dan istilah yang dikenal dalain bahasa Belanda yartu *
standard contract * atau “ standard voorwaarden “. Di luar negeri belum
terdapat keseragaman mengenai istiiah yang dipergunakan untuk pesjanjian
baku. Kepustakaan Jerman mempergunakan istilah “ Aligememe Geschafis
Bedingun “ ** Standaard vertrag , “ Standaardkonditionen *. Hukum
Inggens menyebut “ Standard Contraci “, Sedangkan Manam Darus
menyebutkan 1stilah tersebut dengan “ Perjanjian Baku “. Baku beraru
patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukuin

itu ditentukan ukurannya, patokannya standard, sehingga memiliki arti tetap.
yang dapat menjadi pegangan umum.”

[13

' W18 Poerwadarminta, Kumus Umum Bahasa Indunesia, PN Balai
Pustaka. Jakarta, 1986, hal 1067

¢ Moekyal. Pengantar Nistem Informasi Manajemen, Penerbit Remaja -
karya, Bandung, 1991, hal 211

* Manam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisniy, Alumni, Bandung,
1994, hat_ 45,
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- Leasing .
Leasing sebenamya berasal dari kata lease, vang berani sewa menyewa,
Karena memang dasamya leasing adalah sewa-menvewa Jadi jeasing
merupakan suatu bentuk denvatif dari sewa menyewa. tetapi kemudian dalam
duma bismis berkembanglah sewa menyewa ini dafam dentuk khusus vang
disebut leasing atau kadang-kadang disebut lease saja*
= i PT. Mitsubishi Kabanjahe suaiu lembage vang membenkan kontrak leasing
dalam Jual bel: Kabanjahe Kabupaten Karo Propmsi Sumatera Utara,
Dengan demilian maka dapat dikatakan penegasan atas judul yang
dajukan vaitu pembahasan ini adalah tentang aspek hukum penerapan standard

kontrak dalain pelaksanaan pembiayaan dengan mcinakai lembaga leasing di P

Mitsubishi Kabanjahe.

B. Alasan Pemilihan Judul

Berbagai masalah  memang masih  membelenggu terhadap  bisiis
pembiayaan dengan lcmbaga Jeasing ini. seperti kurangnva dasar hukum vang
mengatumya. Selain itu, pemahaman masyarakat akan aiti dan pemmgnya lembaga
pembiayaan leasingjuga masih kurang, dan sulitnya diketemukan para emnrenenr
yang berbakail karena sifat kewmbtenaran sebagal wanisan budava kolonial dan
kerajaan tempo dulu. Bi sampmg itu inuik bisnis vang juga dapat merugikan
bisnisnya leasing belum mampu dicegah. hal ini dapat dilihat 1atkala pada awal-

awal refoninas: dimana banyaknya bank yang ditikwidasi sehmgga berakibat pihak

* Munir Fuady, Hukum Tentang Pembiavaan Dalam Teori dan Praktek
Cira Aditya Baktim, Bandung, 1995, hal_ 8.
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perusahaan ieasing tidak dapat memberikan tanda bukt: kepemilikan barang vang
disewa beli oleh debitur tepat pada waktunya,

Akibal vang demikian dalam hal ini debitur dirugikon karena tanda bukti
kepemilikan benda vang dibelinya secara leasmg tidak berada di tangannya. Di sisi
tain dapat difihat apabila debitur lalai melakukan kewajibannva maka kreditur
membecikan sanks: atas kelalaian tersebut Kenyataan mi tentulah berat sebelah
dan merugskan debitur

Dengan demikian adapun alasan pemilihan judu! mi adalah .

I Untuk melihat apakah standard kontrak vang diterapkan dalam kegiatan bisnis
leasing dapal mengantisipasi kerugian debitur.

2 Untuk mengetahui kreditur membuat standard kontrak tersebut berdasarkan
kepentingan kegiatan usahanya semata.

3 Untuk mengetahui apakah dasar hukum vang diterapkan selama im mampu

mencart jalan keluar dari pcrmasaiahan leasing

C. Permasalahan
Adapun pernmasalahan vang diajukan dalam penelitian ini adalah :
|. Apakah standar koitrak yang diterapkan dalam pelaksanaan pembiayaan
dengan memaka: lembaga leasmg dapat memenuhi asas konscnsualitas dalam

suatu perjanjian.,
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